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BANGUNAN OLEH MASYARAKAT KOTA PADANG 

 

( YOSRIZAL CHAN, 1520123015, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 

Andalas Padang,  140 hlm) 

ABSTRAK 

 

Penyewaan tanah aset perkeretaapian oleh PT Kereta Api Indonesia (Perseo) bertentangan 

undang-undang pertanahan. Tanah perkeretaapian adalah tanah Negara dan bukan Hak Milik, 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak berhak menyewakan tanah. Penulis tertarik 

membahas 1)Bagaimana kedudukan PT KAI dalam melakukan penyewaan tanah 

perkeretaapian kepada masyarakat di Kota Padang? 2)Bagaimana proses penyewaan tanah 

aset PT KAI untuk keperluan bangunan oleh masyarakat di Kota Padang ? 3)Bagaimana 

proses penyerahan kembali tanah aset PT KAI setelah berakhirnya sewa dalam hal PT KAI 

memerlukannya untuk pembangunan perkeretaapian? Penulis melakukan penelitian secara 

yuridis empiris adalah menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang 

berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemui dilapangan dan membandingkan 

dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian 1) Kedudukan PT KAI (Persero) dalam 

penyewaan tanah perkeretaapian dengan masyarakat di Kota Padang bertentangan dengan 

UUPA. Tanah yang disewakan berstatus tanah Negara, kendati sudah menjadi aset PT KAI 

(Persero) dalam bentuk hak atas tanah, PT KAI (Persero) juga tidak dapat menyewakan 

tanah. Karena, yang bisa menyewakan tanah hanya pemilik tanah. Selain itu, penyewaan 

tanah hanya boleh untuk bangunan, dengan perjanjian yang dibuatkan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Dengan itu perjanjian tersebut batal demi hukum. 2) Meski perjanjian 

ini batal demi hukum, faktanya, PT KAI (Persero) terus menyewakan tanah bagi masyarakat. 

Karena, tidak ada yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, Negara 

secara umum selaku pemegang hak menguasai Negara tidak merasa dirugikan, dan menuntut 

akibat perjanjian yang dibuat PT KAI (Persero). Jika nanti digugat oleh pihak yang 

berkepentingan, maka pada saat itu akan perjanjian tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. 3) 

Penyewaan tanah perkeretaapian oleh PT KAI (Persero) dapat membahayakan tanah Negara 

bagi kepastian hukum. Penyewaan tanah tersebut dapat menyulut konflik, di kemudian hari. 

Sebab, setelah disewakan, tanah akan ditempati oleh masyarakat. Ketika diambil kembali, 

masyarakat enggan, tak jarang terjadi melakukan perlawanan. 
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